
SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN PENERIMA TUGAS
PEMBANTUAN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang
ditugaskan dalam bentuk tugas pembantuan kepada
pemerintah provinsi atau kabupate n /kota, perlu menetapkan
Pejabat Pengelola Keuangan dan tugas pembantuan satuan
ke{a di Direktorat Jenderal pengembangan Kawasan
Transmigrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingeal, dan
Transmigrasi tentang pengangkatan pejabat Kuasa pengguna
Anggaran dan Bendahara pengeluaran pada provinsi
dan/ atau Kabupaten penerima Tugas pembantuan Satuan
Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66,
T;rrntrahan T,crnharan T\Taaa+a pahrrLl;l- T-,.1^-^^.i^ \r^*^-



5.

a

PeraturanPemerintah Nomor 2l Tahun 2OO4 tentang
Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran I(ementerian
Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 l\omor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 13 tentang Tata
Cara Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O 15 Nomor 13);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156IPMK.OT l2OO8
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Keuangan Nomor 248 /PMK.O7 l2OlO tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1,56lPMK.O7 l2OC8 tentang Pedoman pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara
Republik Indorresia Tahun 2010 Nomor 660);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l9O lPMK.OS I 2Ol2
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.O1l2018 tentang Perubahan atas peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi l\omor 27 Tdnun 20 16 tentang pedoman
Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan pemerintah di
Kementerian Desa, Pentbangunan Daerah Tertinggal, clan
Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 4 1);

6.

7.

8.

10.

9.

11.

12.

13.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3-
MEMUTUSKAN:

KtrPUTUSAN MENTERI DtrSA, PEMBANGUNAN DAERAH
TtrRTINGGAL, NEN TRANSMIGRASI TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT KUASA PtrNGGUNA ANGGARAN DAN BtrNDAHARA
PtrNGtrLUARAN PADA PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN
PENtrRIMA TUGAS PtrMBANTUAN SATUAN KtrRJA
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN
DESA, PtrMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASi,

Mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas
Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan'I'ransmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri lni.
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi tugas dan
kewenangan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan

kewenangan:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan;
a. menetapkan Pejabat Pengadaan / Pej abat Pemeriksa Hasil

Pekerjaan;
b. menetapkan Panitia / Pe meriksa Hasil Pekerjaan;
c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan Can rencana

penarik dana;
d. memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan

kegiatan dan penarikan dana;
e. mengawasi penatausahaan dokumen dan trasaksi yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
f. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

g. menyelesaikan perselisihan antar Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dengan Unit Layanan Pengadaan
(ULP)/Pejabat Pengadaan, da1 ha1 terjadi perbedaan
pendapat;

h. menandatangani Keputusan Penetapan pemberian besar
honor tidak tetap untuk tim pelaksana kegiatan;

i. bersama bendaharawan pengeluaran menandatangani
cek/ giro pengambilan dana yang tersedia di rekening
bendaharawan pengeluaran; dan

j. melakukan pemeriksaan kas bendaharawan pengeluaran
minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan menbuat berita acara
pemeriksaan dan register penutupan kas.

2. Bendahara mempunyai tugas dan kewenangan:
a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
kegiatan serta menjaga keselamatan kas;

b. menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi
keuangan secara tertib dan teratur serta menutup bLlku
setiap bulan sesuai ketentuan;

c. mencairkan dana berdasarkan permintaan yang telah
disetujui oleh PPK untuk keperluan SPP-UP/TUP;



KtrTIGA

KEEMPAT

KEL]MA

KEENAM

. -4-
f. melakukan pengujian dan pemba1,41an berdasarkan

perintah PPK;
g. menyetor sisa uang persediaan pada akhir Tahun

Anggaran ke Kas Umum Negara;
h. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan

penyerapan anggaran berdasarkan Surat perintah
Pencairan Dana (SP2D) kepada KpA dengan tembusan
kepada PPK;

i. membuat laporan keadaan Kas/Bank secara periodik
(bu1anan, triwulan, dan tahunan);

j. menguji dan meneliti ketersediaan dana yang
bersangkutan;

k. menolak perintah membayar dari ppK apabila
persyaratan tidaj terpenuhi;

1. menandatangani cek bersama KPA untuk pembayaran
kegiatan yang telah direncanakan; dan

m.menyampaikan Laporan PertanggungjawabanlLpJ
kepada Kantor Pelayalan Perbendaharaan Negara selaku
kuasa BUN.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada Diktum KtrSATU bertanggungjawab
atas pengelolaan keungan yang dikelolanya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Menteri ini dibebankan pada Bagian Anggaran 067 Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun
Anggran 20 19.
Apabila terdapat perbedaan Kuasa pengguna Anggaran dan
Bendahara Pengeluaran sebagaimana pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran dan Keputusan Menteri ini maka yang
berlaku Kuasa Pengguna Anggaran dan. Bendahara pengeluarai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka Keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 124 TallLuo 2Ol7 teotang pengangkatan pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran pada provinsi
dan/atau Kabupaten Penerima Tugas pembantuan Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian DesL,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dicabr-rt
dinyatakan tidak beriaku.



KETUJUH
- 

-J-

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik lndonesia;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,

Ttansmigrasi Republik Indonesia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Desa,

Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
9. Bupati yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
12. Para Pejabat yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, PembangBBmmCb Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukt fipfprgeii{g4d\.dan Tata Laksana



I
I

It'
I

I

IH
IH

cd)
ld)lb0

(')
tu

ls
lco
I'd

ql
g
d
.ol
cnt

-l--l

\o
Oo
C\]

CN

cO
O

2qr C
:o.1 blo-iO-

F.

oo
No
N
@
:O

a,
Hio H;o' o
i-0.

oo
N
<-.o
LOo
XQ

rr3
Q.a'.! (.) +i

.dN.d
r. o\ orii-o.

ozA

oo
N

O
o\

N-
!\O cd

,.o c,

fiza

N\

N-

Ni
aY

2.
+t]',]-;r

!- dN <- b-a'i co dai o' d-)

L. 0.;

(!

az
O

<-E
'd',

NG

.=iJ
€- co

= 
a\ .!

r. ro Ed O\ o-)N --r 0.

i,2 5

O

\O-od!
-t
3>ro cdcol

.-D
cod
N-

o.4
'l.'j rD H.IO) o,5 ,--.r o-
Nrr a',--.io= o>2a

O

+E
O-

oE
aJ
Nd

^. -o

-l(! a --.j

E

o>r
,d

O\ cd

@trorH

FT Cd

rJ=,,) -=
d o"\ o-)! --, o.

zza

o
ria
C' '\
o\ :1
@-o:
oF

?an )

=5 b

aza

cd'R
Oa|dt
2a
!b<
(d

cllo5
F'd
cd!
.iouo.

a
(d

-oo

(E

cd

AE
E=
b,:
E9
24.a-
-.e
.q

o*
AV
qd
(o a-l
l.i dl

icc(6M

0.6
at-
cdctr

d'tr
Oti
d
M
cd

O
'l
rrO(En

'az

SH
dq,imqi
Odr

'.- d.

old

a
d
M

a
G

F
db.d -!
- p..l

bbE
dita
OJ

FO
(5
i.']o.

a
d
li
M
c
a
Glc
c!;t(E
'd 0J

dm

bba
dd

$;r-d
aa
9_d
OE

N co + U)

. z- <zz<Z <<-?<<'Q< d.+u;a
r,.l a <<Htl -
o o >14 I o

l'<z<-"?.SEi R
-)>aj <g?99 e; z=a*= d5 

=lzai *
= 5E{S!n :t1.i Z1-=6? z Z

=Z =l{}- ---\ A

=' <s!9*. 
=s_<= o-<=y. z-:;a== 53ari $=E=<<-" 4oQ -< ,-)a= +z4an - k=lA- -<=<kr o' .r.ll,JF>4 aly:y< = ?o<it 4(4a" I dF=3i 
=al*z tutu1!;e() 42*z ia-Y:

3*= Z*frAE* elfril
43=U-,,34FdHE 2iZ=
Q=1.=x*14tr4 .A Sfl:'o

=E====r? 
42fr3 <i3=rYo.-zFo.rlYo-tlF l=ZY

Y i|n==r.1 14 t-\ l4ornHrnlA\./r-
z-

.E <r lrl !rY<o"<
F'-.4.ElL'!a-:1 ./
. <- lIr ^\l--:r-TTl
>'-l\:
)rtZ4.;> Qz
E]< JJacoFo
eaQ4
J A IJ L,]IEl l- 13|J =, ir ZA 1+ .-\
'- d fr.l X'
- cl.d*tv -; 4 :
(, \) v,l- d, rn

Z.

a
kl
t-.z
r-\

rn
X



d

i
Cdi
Gz

Eo
h

o
M
E
0)tr
d
li
(5

*

o
E

o
c!v
co=

tr \rO it
-o1 o-;*-r0.
o ;-.i u<za

<-oo
LO
O
O

Ln=O-
cdO cd

-JN'd
o. Ln 3l-ra
rn d) cd

CO .'
€*0,
Eo.=
<za

(\
O
O

E
= 

--\

o'I-
O,H

oo ,*
c\t Fcod
C) rJ
Lod

-Or 0)

o'4tu7

t-
o
c\_

o-Od

.P,b >
o- !!
borE
.d t- c
fr- o 

^oJ

(s- v>z<)

o5
N3

^, -lt>t ri
o((N .(J

|'-IqQ>
E(J ([
dco c
a, o\ a;

8=
n-H

5FOdNE

EH'
l.i Fr /rl
.!00;rso oit!-0.
t6- r
{J Llr 

=oza

o
01o

9-l
ECN=
Oi

>co d
- r.- d'; 01 o
6.t o.
'a -.a) LJ. =N- eaza

c.oo
C\To
N^
Y:\

_N!
gHs
ti l.\

,LO in

cob u

Eo.;(l- s>z<t

o\i
O,F

xN!.i^,5

\C!:

:N rd
bco.1Po\ 0

frza

@oo
C\l 

-,-r d

o-
N!

.xN >(!O 
-

:!N cd

. .-! Or orF_A

ltZA

o
li
Cd
M
M

d

a
uo
b!

0.
da
d,

O

oo=O-Od'd_J

Ndcotr

,* .- :]'-5^:e L\ (!(!LO.r
bl.\ .=

td ,a tr
u, (,\ o)
r. '__'r Ad

)za

ct
o
<.
!O_
OcdO\.N>
!!d

.. U'A'"t-.=j co Lt'
'olor
d
.r i: c)
E; I\

O

O'U
-j?xa

;-j c}r N

<roD
dco;

'!r F- tr

_:.

.E <-

-.!C,
\\@_
VO\ Cd

ui O' t-j .-.r >
.dLn3r C.l d
a_'r O .1: .- .=

bO od-a

>za

IJ

l]1 ',.-
ocdo>
-E
3>
01 dcoE

:NJ

o0 0 .:

z!? tr

a- o-

0r= O

co.\
+=
o_

dii cd; oi c
.= O.n6o\{
0- O' oJiO-

6Za

t.-

o>
Cg

\oc!
00tr

oO =6o.!
EL \!, c
-ot qJ

EzA

O

N>
odrd
-J

q9

9o"'J
,i d
..r C

0.tnf
:o i,
- -_'r'O-
(! -.

tr2a

(o

._tr)^

3N>
5N=
tQ d
'a o.i
(, t.' ':
sb t

<za

O-o(d.o
)

-zo(!

S.3
.i cd

tr P.Er64G\o H

Eto.
Oa.\>26

(.)

o
da
d

a

A,

a
cd

b,

Ea
([

F
dcdrJ!
G.!.?J
oi

di
M-!
.d (!

:?
6&

d
o
Id
cd
bn
d!,
(-) .F.!
dE-Ec
'd.4
F:
bn!

.4.-

trFi
qtrgs
F.d
a=

nv

cd

o

a
cd

b0

a
($

F
cd
B
cd'i .,
0J:lEj
dld
yj

ii 0,#:.
aP

t-.t F

d
q-)

6
b0
d

aA

ec!
a-

C0r

()fu
Fcd,^ o.

:_o
A Y.-

cd

b0

([
m
a

o
0.
d
a)

d
h0
c(

,UMF<
cdE

. t-.t o
nm

a^
bn bo

trq)ac,

'a-a
-(E'i:r 

= v
O;M

bn!l!

fo
l-2ri

.=o(6oVV

([
E

L.]ca=
tl.t o

;a2c
niO

(!.i

dcd
ibl

d.l.ra

r.lF

o
d
bo

Ea
(E
tiF
o

cdo

-a
b, !-,
Ga
u;
FCd

d?
. i..i N
OV

(d

o

cd
bo
6
oF
d

oilr 
'r.,/bn.:

co
Hm
iiCo o.)

F(ga4d?
Ara

a
cd
!
bn

(g
trF
o'do
dd

vi
dO
ob o.
dd

,r (Eny
z \o

tD r/)
co
LD E\ o

\o \o
N co

@
$ ll)

\o

N



z
o
j

oz
F
u,

F

rnxo
E.l r> t1#EaB 7A<A= X

-o(lM Xo(ZsI trESAm "*A=eE ol+rndti ri V>0.F-0, ts rn

-o
cd

dz

!!

o
h0
c

^(.)

(d

6

o

co

-E
NE
N*

a) t-
''i 

*i

-r!
=btF\ li

^ 6\ -C)

Ecx
azO

Co

et G'
.n)
- i--,i

lr)-
]J-E

X,. Z
$^i !r

zi- s"
clb S
8.9 P

EzA

ol

f-

X>
(\2
oLit-do\ ii

Ji a' -iaza

u
d
bo

cC

bo

(.)

o

M

(.)

oE
,E

'.: a
cotr

oD
aa. g
<=E
O\O HCO\ oiaro,

aza

,(d

3>€c!
-oo tr

'i:mlJ
dv ad

= 
b.!

,E \o Bio] o
H F-r 6-
< "'-

C.Io
t"r a
ci'\o>
o
N ti'
oF

=Nl<, F. tr

€ni ;
<za

(D

da

I
o

!
Lri

a

bo

tr
a
s
F

$

-(d

E!V!
aE
bro u.l

bgFcn
24
.!l'.r(
a1 \-:

a

bo'!
H
a

Fs!

13 FJ

'trC(
u=
dtr
bI).5
cdE
bXF.6
ot
E&

o
s
bo

a
!E

F

d6

6h a.
cd .,

o*
.;.l (Eov

z \o
f.

f-
F.

@t.

d
(!

tJ
d
d
F
c
d

oofLt

A(!
iO
cd !Z

(.)

Eo

ad

b0

E
to
E(!

F
(!

?
b0
b0

o
F

+


